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I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 
2001 sebagamana dubah dengan Perda 
Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Desa 
Pakraman (selanjutnya dsebut Perda Desa 
Pakraman), Desa Pakraman2 memlk hak-
hak tradsonal. Salah satu hak tradsonal 
Desa Pakraman adalah membuat awig-
awig,3 d sampng menyelenggarakan 
pemerntahan sendr, serta menyelesakan 
persoalan-persoalan hukum yang terjad 
d wlayahnya, bak yang berupa sengketa 
ataupun pelanggaran adat.
Dalam perkembangannya kemudan 
Desa Pakraman memlk beberapa masalah 
yang tdak semua dapat dselesakan secara 
nternal Desa Pakraman. Untuk tulah 
dperlukan suatu keputusan Majels Utama 
Desa Pakraman (MUDP) Provns Bal 
untuk menyelesakan perkara adat tersebut. 
Berdasarkan Pasal 14 Perda Desa Pakraman, 
Majels Desa Pakraman (MDP) Provns 
Bal yang berkedudukan d bu kota propns 
dsebut Majels Utama Desa Pakraman 
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ABSTRACT
This study aim to describe and analyze in debt about the basic authority in resolving Main 
Assembly of Pakraman Village or Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Province 
speech by justice and how to talk through the judicial settlement process by MUDP Bali 
Province. This research used normative legal research based legal document research and 
library research. The conclusion in this study, that authority obtained MUDP Bali to finish 
the speech obtained a mandate by Council Decision No. 050 Main Pakraman / Kep / Psm-
1 / MDP Bali / III / 2006 concerning the results of the Great Pasamuhan I MDP Bali and 
Completion of speech through the courts by MUDP Bali has been arranged by the Decision 
of the MDP Bali Number: 002 / Skep / MDP Bali / IX / 2011 on the Implementation Guidelines 
and Technical Guidelines Speech by Assembly Resolution Pakraman (MDP) Bali as a form 
of autonomy that is owned by Pakraman.
Keywords: Dialogue, Justice, Main Assembly of Pakraman Village (MUDP) Bali Province
1 Penelt adalah Mahasswa Program Stud Magster 
(s2) Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Dan Masyarakat, 
yang berprofes sebaga Prakts Hukum (Advokat), 
berkantor d Lembaga Advokas Dan Bantuan Hukum 
Indonesa (LABHI)-Bal, Alamat Jln. Pulau Buru, 
No.3, Blog : lawyersnbal.wordpress.com, E-Mal : 
somyaputra@gmal.com, Hp. 081805585011.
2 Desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum 
adat ( KMHA) d Propns Bal yang mempunya 
satu kesatuan trads dan tata krama pergaulan hdup 
masyarakat umat Hndu secara turun  temurun dalam 
katan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang 
mempunya wlayah tertentu dan harta kekayaan 
sendr serta berhak mengurus rumah tangganya 
sendr (Baca : Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 
Tahun 2001 sebagamana dubah dengan Perda Nomor 
3 Tahun 2003 Tentang Desa Pakraman).
3 I Wayan Surpha memberkan pengertan awg-awg 
yatu berupa peraturan yang mengatur pergaulan 
hdup untuk mewujudkan tata kehdupan yang ajeg 
dalam masyarakat (baca : I Wayan Surpha, 1993, 
Eksistensi Desa Adat di Bali, Penerbt PT. Upada 
Sastra, Denpasar, hlm.26).
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(MUDP) yang merupakan MDP yang 
memlk tngkat tertngg datas  Majels 
Madya Desa Pakraman (MMDP) yang 
berkedudukan d bukota kabupaten/kota, 
dan Majels Alt Desa Pakraman ( MADP), 
berkedudukan d bukota kecamatan.
Pasal 16 dan Ayat (1) dan Ayat (2) 
Perda Desa Pakraman mengatur tentang 
Tugas dan wewenang MDP Provns Bal. 
Khusus untuk masalah penyelesaan kasus-
kasus adat Kewenangan MUDP Provns Bal 
hanyalah sebaga penengah saja untuk kasus-
kasus adat murn yang tdak terselesaka pada 
tngkat desa, namun ternyata MDP Provns 
Bal tdak hanya menjad penengah saja, 
tetap juga sebaga pemutus dalam perkara 
adat. Perkara adat yang bukan termasuk 
dalam perkara perdata maupun pdana, 
namun termasuk perkara adat murn d Bal 
kemudan dsebut dengan wicara.4
Dar uraan tersebut d atas, Keputusan 
MUDP Provns Bal tersebut ternyata 
memlk kontrovers dar aspek yursds 
dmana dalam realta MUDP Provns Bal 
sudah menyelesakan wicara dengan cara 
memutus bukan menengah atau melakukan 
medas, sementara dalam aturan hukum 
yang terseda, MUDP Provns Bal hanya 
berwenang menengah sengketa adat 
atau wicara saja bukan untuk memutus, 
tupun terbatas pada sengketa sebagamana 
tercantum dalam Pasal 16 Perda Desa 
Pakraman.
1.2 Rumusan Masalah
Dar latar belakang yang telah dsajkan 
tersebut, maka dapatlah dkemukakan 
rumusan masalah, antara lan :
1.2.1 Apa dasar kewenangan MUDP 
Provinsi Bali dalam menyelesaikan 
Wicara melalui Peradilan?
1.2.2 Bagaimana proses penyelesaian 
wicara melalui peradilan oleh MUDP 
Provinsi Bali?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan peneltan dalam peneltan n 
dbedakan menjad tujuan umum dan tujuan 
khusus. Adapun penjelasan masng-masng 
tujuan dmaksud adalah :
1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan umum peneltan n adalah 
untuk memaham dan mengetahu tentang 
aspek hukum Penyelesaan Wicara bak 
yang bersumber dar hukum adat maupun 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
dalam rangka mewujudkan ketertban, 
keamanan dan kedamaan wlayah Bal, 
khususnya wlayah Desa Pakraman.
1.3.2 Tujuan khusus
1. Untuk memaham dan menganalss 
dasar kewenangan MUDP Provns 
Bal dalam menyelesakan Wicara 
melalu peradlan.
2. Untuk mengetahu dan mengAnalss 
proses penyelesaan Wicara melalu 
peradlan oleh MUDP Provns Bal.
II.  METODE PENELITIAN
Peneltan n sesua permasalahannya 
yatu penyelesaan wicara melalu Peradlan 
oleh MUDP Provns Bal adalah tergolong 
4 Wicara atau perkara adat adalah perkara yang muncul 
karena sengketa adat atau pelanggaran norma hukum 
adat Bal, bak tertuls maupun tdak tertuls (catur 
dresta) yang djwa oleh nla-nla agama Hndu, yang 
tdak termasuk sengketa perdata dan/atau pelanggaran 
hukum menurut hukum negara (Baca : Majels Desa 
Pakraman, 2012, Purwaka Tata Cara Penyelesaian 
Wicara Oleh Majelis Desa Pakraman (MDP) Bal 
Cet-I, Majels Utama Desa Pakraman (MUDP) Bal, 
Denpasar).
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dalam peneltan normatf yatu peneltan 
yang dlakukan dengan mengkaj peraturan-
peraturan hukum yang ada. Sedangkan 
pendekatan yang dlakukan adalah 
pendekatan konseptual. 
Peneltan n menggunakan bahan 
hukum prmer, bahan hukun sekunder dan 
bahan hukum terser. Bahan hukum prmer 
berupa Undang-Undang Dasar Negara 
Republk Indonesa ( UUD NRI) Tahun 1945, 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
Tentang Hak Asas Manusa ( Selanjutnya 
dsebut UU HAM), Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerntahan 
Daerah (selanjutnya dsebut UU PEMDA), 
Perda Desa Pakraman, Anggaran Dasar 
Majels Desa Pakraman Bal Tahun 2004 
(selanjutnya dsebut AD/ART MDP Bal), 
Keputusan Majels Utama Desa Pakraman 
Nomor 050/Kep/Psm-1/MDP Bal/III/2006 
tentang Hasl-hasl Pasamuhan Agung I 
MDP Bal, Keputusan Majels Utama Desa 
Pakraman (MDP) Bal Nomor : 01/Kep/
Psm-2/MDP Bal/X/2007 tentang Hasl-hasl 
Pasamuhan Agung II MDP Bal. Sedangkan 
Bahan Hukum sekunder yang dgunakan 
adalah pandangan, doktrn para sarjana yang 
terdapat dalam lterature maupun artkel 
yang membantu pemahanam bahan hukum 
prmer, termasuk pula bahan hukum terser 
sepert kamus dan bahan dar nternet.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Dasar Hukum Kewenangan 
Penyelesaian Perkara Adat Oleh 
Majelis Utama Desa Pakraman 
(MUDP) Provinsi Bali
Desa Pakraman adalah KMHA yang 
daku oleh Negara. Pengakuan tersebut 
termuat dalam Pasal 18 B Ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republk Indonesa 
Tahun 1945. Selan tu pengakuan atas hak-
hak tradtonalnya juga dhormat sebaga 
bentuk denttas budaya dan hak masyarakat 
sebagamana dtegaskan dalam Pasal 28I ayat 
(2 Pasal 18 B Ayat (2) Undang-undang dasar 
Negara Republk Indonesa Tahun 1945.
Selan konsttus, Pasal 2 ayat (9)  UU 
PEMDA juga menyebutkan pengakuan dan 
penghormatan Negara terhadap kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta 
hak-hak tradsonalnya sepanjang mash 
hdup dan sesua dengan perkembangan 
masyarakat dan prnsp NKRI. Ketentuan-
ketentuan sebaga pengakuan Negara 
atas Kesatuan Masyarakat Hukum Adat 
melandas terbtnya Perda Desa Pakraman.
Pasal 16 ayat (1) butr c Perda Desa 
Pakraman menegaskan tentang tugas 
Majels Desa Pakraman yang menyebutkan 
“Majelis Desa Pakraman mempunyai tugas 
melaksanakan setiap keputusan-keputusan 
Paruman Majelis dengan aturan-aturan 
yang ditetapkan”. Berdasarkan kewenangan 
MUDP Provns Bal yang ternyata dperoleh 
dar peraturan perundang-undangan dalam 
menyelesakan wicara yang ada maka sudah 
nyata dan jelas bahwa MUDP Provns Bal 
mendapat kewenangan secara delegas5 dar 
Perda Desa Pakraman.
5 Kewenangan yang dperoleh dar konsttus secara 
atrbus, delegas, maupun mandat.Atrbus menunjuk 
pada kewenangan yang asl atas dasar konsttus 
(UUD), delegas  dtegaskan sebaga pelmpahan 
wewenang kepada organ pemerntahan yang lan dan 
mandat bertndak atas nama pember mandat (Baca 
: F.A.M. Stronk dalam Abdul Rasyd Thalb, 2006, 
Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya 
dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, 
Ctra Adtya Bakt, Bandung, hlm.219).
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3.2  Kewenangan Otonom Majelis 
Utama Desa Pakraman (MUDP) 
Dalam Penyelesaian Wicara
Majels Desa Pakraman (MDP) 
Provns Bal dbentuk oleh seluruh Desa 
Pakraman pada har Sukra (Jumat) Wage, 
wuku Krulut, Isaka Warsa 1925, tanggal 27 
Februar 2004, d Wantlan Pura Samuan 
Tga, Desa Pakraman Bedulu, Kecamatan 
Blahbatuh, Kabupaten Ganyar, dengan 
demkan Majels Desa Pakraman adalah 
dervas Desa-Desa Pakraman yang dbentuk 
oleh masyarakat, dalam hal n adalah 
masyarakat hukum adat Bal. Kewenangan 
Desa Pakraman yang telah dkukuhkan dalam 
Pasal 6 Perda Desa Pakraman. Kewenangan 
nlah yang ddervaskan kepada Majels 
Desa Pakraman melalu Pasamuhan Agung 
maupun Paruman Agung.6 
Selan pengakuan dar negara 
yang djamn dalam konsttus, Desa 
Pakraman juga memlk hak otonom dalam 
menyelesakan permasalahan yang terjad 
sebagamana datur dalam Pasal 6 Ayat (1) 
dan Ayat (2) UU HAM terkat pengakuan 
KMHA memlk hak asas manusa, yang 
wajb dlndung dan dperhatkan oleh 
hukum, masyarakat, dan Pemerntah, bahkan 
juga denttas budayanya serta hak atas tanah 
ulayat yang dmlk ddalamnya.
Khusus d Provns Bal, dengan 
adanya Perda Desa Pakraman sebenarnya 
sudah memperlhatkan adanya kepastan 
hukum terhadap Hak Otonom7 tersebut. 
Sedangkan Majels Desa Pakraman (MDP), 
dem mewujudkan penyelesaan wicara 
sebaga hak otonom Desa Pakraman maka 
telah mengeluarkan 2 (dua) buah Keputusan, 
antara lan : 
1. Keputusan MUDP Nomor 050/Kep/
Psm-1/MDP Bal/III/2006 tentang 
Hasl-hasl Pasamuhan Agung I MDP 
Bal, pada Lampran III butr 2 : “MDP 
d semua tngkatan secara berjenjang 
berkewenangan menyelesakan 
persengketaan adat yang tdak berhasl 
dselesakan d tngkat kerta desa/
prajuru desa d Desa Pakraman”.
2. Keputusan MUDP Nomor : 01/Kep/
Psm-3/MDP Bal/X/2010 tentang 
Hasl Pasamuhan Agung MDP Bal 
Tahun 2010 yang menyatakan adanya 
Program Unggulan, antara lan :
Butr 4 :
 “Mengoptmalkan peran dan fungs 
Desa Pakraman beserta jajaran Majels 
Desa Pakraman dalam menyelesakan 
kasus-kasus adat berdasarkan hukum 
adat Bal.”
Butr 5 :
 “Memperjuangkan penyelesaan 
wicara yang telah dselesakan oleh 
Desa Pakraman dan jajaran MDP Bal 
supaya mendapat legtmas lembaga 
peradlan Negara.”
7 Dalam katan n, sepert yang d kemukakan 
Dharmayudha dalam Wnda, bahwa stlah otonom 
atau otonom, semula berart peraturan sendr atau 
mempunya hak atau kewenangan untuk membuat 
peraturannya sendr. Kemudan stlah otonom 
tersebut berkembang menjad pemerntahan sendr 
(Baca : Wayan P.Wnda, 2004, Pecalang Perangkat 
Keamanan Desa Pakraman di Bali, LPM Unverstas 
Udayana, Denpasar, hlm.31).
6 Pasal 1 Angka 16 Perda Desa Pakraman menegaskan 
bahwa “ Paruman agung adalah sdang utusan prajuru 
desa pakraman se-Bal yang mempunya kekuasaan 
tertngg d Propns”
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Berdasarkan sfat otonom tersebut 
maka dapat dnla bahwa hukum memberkan 
pengertan yang jelas dan tegas berupa8 :
1) Bahwa semua hal yang terkat dengan 
permasalah adat murn d Bal 
yatu yang bukan termasuk ranah 
hukum Pdana, juga bukan termasuk 
ranah hukum Perdata umum, dan 
bukan juga dalam unsur Tata Usaha 
Negaranya, maka kewenangan untuk 
menyelesakan dan/atau sekalgus 
memutus berada secara otonom pada 
Desa Pakraman (DP) dan seterusnya 
sampa pada Majels Utama Desa 
Pakraman (MUDP) Bal.
2) Bahwa Majels Desa Pakraman, adalah 
Lembaga Adat yang dbentuk dar 
sfat otonom Desa Pakraman sehngga 
bukanlah merupakan Lembaga Tata 
Usaha Negara. Dan Prajuru (Pengurus) 
Desa Pakraman maupun Majels Desa 
Pakraman dalam semua tngkatan 
bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara. 
Dengan demkan Putusan-Putusan 
Desa Pakraman, Putusan-Putusan 
Majels Desa Pakraman, dan Putusan-
Putusan Majels Utama Desa Pakraman 
bukanlah Putusan Tata Usaha Negara 
3) Bahwa Majels Utama Desa Pakraman 
(MUDP) Bal sebaga Lembaga 
Tertngg masyarakat hukum adat 
Bal tdak memlk lembaga atasan 
sehngga Keputusan-Keputusannya 
bersifat final dan mengikat semua 
krama (warga) adat beserta Lembaga 
Adat Bal yang bersangkutan.
Dengan memperhatkan dasar hukum 
hukum yang ada dmaa selan datur 
dalam Peraturan Perundang-Undangan 
juga terdapat hukum yang buat oleh Desa 
Pakraman sendr, maka Desa Pakraman 
termasuk sebaga kelompok sosal yang 
memlk kemampuan untuk mengatur rumah 
tangganya sendr. Desa Pakraman adalah 
social field (kelompok sosal) mempunya 
kapastas untuk membentuk hukumnya 
sendr (self-regulaton) yang dserta dengan 
kekuatan memaksa agar dtaat.9
3.3  Analisa Kewenangan MUDP 
Provinsi Bali Dalam Menyelesaikan 
Wicara Melalui Peradilan 
Eksstens Desa Pakraman mendapat 
pengakuan dalam peraturan perundang-
undangan d Indonesa termasuk dalam 
kewewenangannya untuk menyelesakan 
kasus adat murn yang terjad dalam 
lngkungan wlayahnya agar terbna 
kerukunan dan tolerans antar warga 
masyarakat. Dengan demkan maka 
kewenangan MDP Provns Bal dalam 
menangan dan menyelesakan wicara adat 
Bal dalam katan n merupakan dervatve 
dar kewenangan Desa Pakraman yang 
dputuskan melalu Paruman dan/atau 
Pasamuhan Agung.10 
8 Penjelasan n juga pernah dsampakan oleh Majels 
Utama Desa Pakraman sebaga Tergugat dalam 
perkara sengkata Semta-Mulung (Ganyar) akbat 
adanya Surat Keputusan (SK) Nomor 003/ktps/ MDP/
BALI/IV/2007, tertanggal 11 Aprl 2007 tentang 
Pemekaran Banjar Mulung menjad Desa Pakraman 
Mulung (Baca :  Putusan Pengadlan Tngg Tata 
Usaha Negara Surabaya Nomor 85/B/2012/PT.TUN.
SBY, tertanggal 10 September 2012, Jo. Putusan 
Pengadlan Tata usaha Negara Denpasar Nomor : 05/
G/2012/PTUN DPS, tanggal 8 Me 2012).
9 Sally Falk Moore, 1983. Law and Social Change : 
The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate 
Subject of Study, Law as a process, an Anthropological 
approach, Routledge and Kegan Paul, London, 
hlm.78.
10 AD/ART MDP Bal, pasal 22 (3) huruf f menyebutkan, 
bahwa “Paruman Agung sebagai pemegang kekuasaan 
tertinggi berwenang menetapkan keputusan dan 
ketetapan lainnya yang dianggap perlu”
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Peraturan Daerah termasuk daku dalam 
herark peraturan perundang-undangan. 
Khusus untuk masalah penyelesaan kasus-
kasus adat, kewenangan MUDP Provns 
Bal terdapat dalam Pasal 16 Ayat (2) Angka 
(2) Perda Desa Pakraman, Namun ternyata 
kemudan, MDP Provns Bal tdak hanya 
menjad penengah saja, tetap juga sebaga 
pemutus dalam perkara adat.
Dalam Pasal 16 ayat (1) butr c 
Perda Desa Pakraman yang menyebutkan 
“Majelis Desa Pakraman mempunyai tugas 
melaksanakan setiap keputusan-keputusan 
Paruman Majelis dengan aturan-aturan yang 
ditetapkan”,  maka dtentukan bahwa MUDP 
Provns Bal berhak untuk menjalankan 
hasl – hasl Paruman MDP Provns Bal. 
Kemudan pada Keputusan MUDP Nomor 
050/Kep/Psm-1/MDP Bal/III/2006 tentang 
Hasl-hasl Pasamuhan Agung I MDP Bal, 
pada Lampran III butr 2 : “MDP di semua 
tingkatan secara berjenjang berkewenangan 
menyelesaikan persengketaan adat yang 
tidak berhasil diselesaikan di tingkat kerta 
desa/prajuru desa di Desa Pakraman”, 
ternyata Desa Pakraman melalu MUDP 
Provns Bal berhak melakukan peradlan 
kalau dkehendak oleh para phak yang 
bersengketa. Dengan demkan pula 
kemudan MUDP Provns Bal lalu 
melakukan penyelesaan wicara melalu 
peradlan.
 Dar Pasamuhan Agung I MDP Bal 
tulah kewenangan untuk mengadl wicara 
tu muncul, sehngga letak dar pemberan 
kewenangan menyelesakan perkara adat 
untuk MUDP Provns Bal bukanlah berasal 
dar peraturan perundang – undangan atau 
delegas dar konsttus, melankan dar hak 
otonom yang dmlk oleh Desa Pakraman. 
Dalam hal n, Desa Pakraman member 
kekuasaan kepada MUDP Provns Bal 
untuk mengatur tekns peradlannya. Hal n 
berart Desa Pakraman telah memberkan 
mandat kepada MDP Provns Bal untuk 
menyelesakan wicara melalu peradlan. 
 Negara telah memberkan 
perlndungan dan pengakuan terhadap 
masyarakat adat11 bak melalu peraturan 
perundang-undangan maupun mplementas 
hak yang dterma oleh masyarakat 
adat, walaupun dasar pengakuan secara 
hukumnya berbeda dar hukum negara, 
namun sebenarnya tdak ada perbedaan 
pokok antara hukum negara dan hukum 
rakyat. Bahkan sebenarnya hukum negara 
dan hukum adat salng melengkap untuk 
pembangunan hukum. 
3.4 Proses Penyelesaian Perkara Adat 
Melalui Peradilan Oleh Majelis 
Utama Desa Pakraman (MUDP) 
Provinsi Bali
3.4.1 Cara Penyelesaian Wicara Melalui 
Majelis Utama Desa Pakraman 
(MUDP) Provinsi Bali
Penyelesaan wicara melalu MUDP 
Provns Bal datur dalam Keputusan Maje-
ls Utama Desa Pakraman Bal Nomor : 002/
Skep/MDP Bal/IX/2011 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan dan Petunjuk Tekns Penyele-
saan Wicara oleh Majels Desa Pakraman 
(MDP) Bal. Dalam petunjuk pelaksana 
penyelesaan wicara, penyelesaan wicara 
dapat dlakukan dengan cara kekeluargaan 
melalu perundngan langsung para p-
11 Masyarakat Adat adalah sebaga kelompok masyarakat 
yang memlk asal usul leluhur (secara turun temurun) 
di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem 
nla, dolog, ekonom, poltk, budaya, sosal, dan 
wlayah sendr (Baca : Panta Adhoc I DPD RI, 
2009, Naskah Akademi Rancangan Undang-Undang 
Tentang Perlindungan Masyarakat Adat, Mater Uj 
Sahh, Dewan Perwaklan Daerah Republk Indonesa, 
hlm.91).
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hak yang terlbat dan wicara, penyelesaan 
wicara secara perdamaan dengan peranta-
raan (medas) phak ketga, bak peroran-
gan maupun lembaga lan atau Majels Desa 
Pakraman (MDP) sesua jenjang, dan Peny-
elesaan wicara dengan dserahkan kepada 
Majels Madya Desa Pakraman (MMDP) 
untuk mendapatkan keputusan. Kalau d 
MMDP tdak apat menyelesakan wicara 
yang ada, maka wicara akan dselesakan 
oleh MUDP Provns Bal melalu peradlan 
agar mendapat keputusan.
Penyelesaan wicara tersebut 
mengadung konsekuens yurds moral 
terhadap phak yang mawicara. Yurds 
moral tersebut adalah lahr dar asas – asas 
yang ada dalam penyelesaan wicara.12 
Dalam penyelesaan wicara dengan cara 
kekeluargaan para phak dtuntut untuk 
memlk tkad bak dan nat yang kuat 
untuk menyelesakan wicara yang dhadap. 
Para phak senantasa menjaga hubungan 
dan komunkas, walaupun dalam alternatve 
yang dtawarkan dberkan peluang untuk 
tawar menawar. Dsnlah kemudan dadakan 
kesepakatan untuk tdak mempublkaskan 
suasana atau substans pembcaraan bak 
secara langsung maupun tdak langsung, 
sebelum hasl resm dperoleh.
Salah satu persyaratan adalah para 
phak dwajbkan untuk menyapkan 
juru bcara yang tdak dapat dgant 
kecual dalam hal mendadak sepert sakt, 
mennggal duna atau dhentkan oleh phak 
yang menghendaknya, sehngga mengena 
waktu, tempat, substans pembahasan sangat 
pentng untuk dsepakat. Namun yang 
palng pentng dalam penyelesaan wicara 
melalu kekeluargaan adalah ketaatan 
terhadap asas (satya) untuk melaksanakan 
kesepakatan yang telah dbuat, yang pada 
hakekatnya kesepakatan tersebut dakhr 
dengan matur piuning (upacara mohon jn 
kepada dewata) kalau selesa. Matur piuning 
tersebut merupakan wujud penyelesaan 
secara niskala (sesuatu tdak terlhat).
Tugas Bandesa (pemmpn adat) 
dalam medas juga sangat pentng dalam 
penyelesaan wicara. Tugas bendesa 
dbedakan menjad 2 yatu tugas  Bandesa 
MUDP ketka phak lan sebaga perantara 
(medator) dan ketka sebaga Bandesa 
MUDP yang menjad perantara (medator). 
Pada akhrnya tugas medator adalah 
menemukan solus atas wicara yang terjad, 
karenanya pentng kemudan dlakukan 
sebuah pemahaman terlebh dahulu mengena 
kedudukan medator sebelum dlakukannya 
medas yang harus dtuangkan dalam 
pernyataan. 
Setelah terjad pemahaman dan 
akhrnya sepakat untuk menyelesakan 
wicara melalu keputusan MUDP Provns 
Bal, baru kemudan phak yang menghendak 
penyelesaan wicara melalu memutus oleh 
MUDP Provns Bal membuat permohonan 
kepada MUDP Provns Bal. Dalam 
Petunjuk Pelaksana Tata Cara Penyelesaan 
Wicara, Keputusan Majels Utama Desa 
Pakraman Bal  Nomor : 002/Skep/MDP Bal/
IX/2011 datur cara pengajuan permohonan 
penyelesaan wicara secara dputuskan 
12 Penyelesaan wicara patut senantasa memperhatkan 
dan mempertmbangkan tga asas yatu Pertama :
Kalasyaan, yatu dterma secara tulus khlas oleh 
phak yang mawicara, Kedua : Kasujatian, yatu 
konds objektf yang dhadap oleh masyarakat. 
Ketga : Kapatutan, yatu kebakan berdasarkan 
hukum adat Bal dan awig-awig Desa Pakraman 
bak tertuls maupun tdak tertuls (catur dresta) yang 
sesua dengan perkembangan zaman dan nla-nla 
agama Hndu (baca : Keputusan Majels Utama Desa 
Pakraman Bal  Nomor : 002/Skep/MDP Bal/IX/2011 
Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Tekns 
Penyelesaan Wcara oleh Majels Desa Pakraman 
(MDP) Bal).
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MDP,yatu :
(1) melamprkan penyelesaan oleh 
Bandesa Desa Pakraman dan MDP 
sesua jenjang;
(2) melamprkan kronologs perstwa 
dan/atau pokok permasalahan;
(3) mengajukan tawaran penyelesaan dan 
dasar pertmbangan penyelesaan;
(4) tembusan kepada Bandesa Pakraman 
setempat dan/atau phak-phak yang 
mawicara.
Syarat-syarat tersebut harus dpenuh 
terlebh dahulu sebelum dlakukannya 
tahapan-tahapan dan pedoman dalam 
penyelesaan wicara melalu peradlan oleh 
MUDP Provns Bal.
 3.4.2 Hukum Acara Penyelesaian Wicara 
oleh MUDP Provinsi Bali
Tahapan-tahapan tersebut dkenal 
dengan dudonan (tahapan) dan pedoman. 
Dudonan dan Pedoman tersebut merupakan 
hukum acara peradlan d MUDP Provns 
Bal. Pedoman Pasukertan Sabha Kerta 
MDP Provns Bal datur dalam Lampran 
4 Keputusan Majels Utama Desa Pakraman 
Bal  Nomor : 002/Skep/MDP Bal/
IX/2011. 
Tahapan pemerksaan (Panureksan) 
oleh Panureksa dawal dengan matur 
piuning dengan banten pejat d ruang 
Panureksan yang dkemudan barulah 
dapat dbuka oleh pmpnan pemerksan 
yang dsebut Manggala Panureksa, dengan 
menyatakan dbuka atau tertutup bag umum, 
yang dtanda dengan pengetokan palu. 
Manggala Panureksa wajb untuk memnta 
penjelasan denttas yang mewakl phak 
yang mawicara. Phak-phak yang mewakl 
tersebut haruslah prajuru (pengurus) desa 
atau krama desa (warga desa) setempat 
yang mpl (tercatat) d Desa Pakraman yang 
bersangkutan setelah denttas para phak 
jelas barulah kemudan djelaskan terlebh 
dahulu tata tertb pemerksaan berdasarkan 
petunjuk pelaksana dan petunjuk tekns 
(juklak-jukns) tata cara penyelesaan wicara 
dmana juklak-jukns tersebut dlakukan oleh 
panyarikan (sekretars) Panureksa.
Hal yang palng awal dlakukan 
adalah selambat-lambatnya sehar sebelum 
Pasukertan Sabha Kerta dlakukan harus 
dsapkan terlebh dahulu mengngatkan 
anggota Sabha Kerta untuk hadr dalam 
pasukerta, menyapkan berkas wicara 
beserta dengan lamprannya. Menyapkan 
ruang pasukertan sesua dengan format 
juklak-jukns Pasukertan Sabha Kerta dan 
menyapkan konsums dan admnstras lan 
secukupnya karena pasukertan bsa terjad 
secara marathon.
Pasukertan dpmpn oleh Bandesa 
MUDP Provns Bal dengan tahapan : 
sebelum Pasukertan Sabha Kerta dmula, 
terlebh dahulu dawal dengan matur piuning 
dengan banten pejati pada tempat yang 
patut ruang Pasukertan, barulah kemudan 
pmpnan Pasukertan memerksa daftar 
hadr dan mencocokkan dengan jumlah 
anggota Sabha Kerta dan Panureksan yang 
hadr dmana yang hadr sudah kourum maka 
barulah kemudan Pasukertan dbuka atau 
tertutup untuk umum.
Setelah hal tersebut terpenuh maka 
pedoman selanjutnya adalah penjelasan 
kronologs Panureksan dan Paruman 
Panureksan dmana haslnya selanjutnya 
dberkan kepada Sabha Kerta. Barulah 
kemudan Sabha Kerta berwenang untuk 
memerksa, mempelajar, menla dan 
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mengambl keputusan atas wicara yang 
dhadap.
Setelah memerksa, mempelajar, 
menla dan mengambl keputusan, dlakukan 
Pasukertan untuk memutuskan dan 
menyepakat keputusan yang dambl Sabha 
Kerta dengan putusan yang dtandatangan 
oleh seluruh anggota Sabha Kerta Dan 
dtanda dengan ketok palu 3 (tga) kal.
Dengan adanya juklak-jukns 
yang dbuat MUDP Provns Bal, maka 
memperlhatkan MUDP Provns Bal ngn 
sekal membuat hukum acara peradlan yang 
cepat, sederhana dan baya rngan. Istlah 
pemerksaan pembuktan dalam peradlan 
tersebut dnamakan Panureksan yang berart 
pemerksaan, sedangkan pemerksanya 
sendr dsebut dengan Panureksa. 
Peradlan untuk mendapat keputusan oleh 
MUDP Provns Bal sendr dnamakan 
Sabha Kerta. Dan untuk persdangannya 
dnamakan Pasukertan. Istlah-stlah 
tersebut merupakan cr kekhasan yang 
dmlk peradlan d dalam MUDP Provns 
Bal, yang juga membuktkan adanya sfat 
otonom dar Desa Pakraman yang menjelma 
dalam MUDP Provns Bal.
3.4.3 Analisa Terhadap Penyelesaian 
Wicara Melalui Peradilan Oleh 
MUDP Provinsi Bali
Sebuah peradlan MUDP Provns 
Bal semata-mata untuk menunakan tugas 
dan wewenang yang damanatkan dalam 
Pasal 16 Perda Desa Pakraman. Ketka 
Desa Pekraman memlk permasalahan 
yang kemudan menjad perkara adat murn 
(wicara) maka reaks adat merespon untuk 
mengembalkan keadaan menjad sembang. 
Selanjutnya ajaran memutus, bahwa suatu 
perselshan tdak mungkn dgarap secara 
penyelesaan, sehngga perlu adanya suatu 
langkah yang bersfat tegas dan jelas dengan 
tdak usah menghawatrkan konsekwens-
konsekwens yang tmbul tentang kembal 
tdaknya keadaan semula yang telah 
terganggu.13 
Penyelesaan wicara acara memutus 
adalah penyelesaan yang dambl berupa 
peradlan dmana para phak adalah phak 
yang bersengketa menyerahkan segala 
keputusannya kepada phak III untuk 
mengadl dan mengakhr tunuk kepada 
keputusan tersebut dan melaksanakan 
keputusan tersebut maka harusnya para 
phak harus mengetahu dan menerapkan 
asas Kalasyaan,  Kasujatan dan Kapatutan 
yang dtetapkan dalam Keputusan MUDP 
Bal Nomor : 002/Skep/MDP Bal/IX/2011 
Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk 
Tekns Penyelesaan Wicara oleh Majels 
Desa Pakraman (MDP) Bal.
Dar segala ketentuan maupun 
mekansme atau hukum acara penyelesaan 
wicara tersebut peradlan oleh MUDP Bal 
yang ada, MUDP sebaga tngkatan tertngg 
dar MDP Provns Bal telah memberkan 
sebuah kepastan bahwa Desa Pekraman telah 
memlk cara sendr dalam menyelesakan 
wicara. Oleh karena penyelesaan wicara 
telah dtugaskan kepada MUDP Bal melalu 
Keputusan MUDP tentang hasl-hasl 
Pasamuhan Agung I MDP Bal. 
Hal yang perlu dcermat dalam 
keputusan tersebut adalah adanya 
permohonan dar MUDP Bal untuk 
dukungan dan pengamanan keputusan, yang 
ternyata menjad hal yang sangat pentng. 
Dukungan dan pengamanan keputusan 
13 Moh.Koesno, 1979, Catatan-Catatan Terhadap Hukum 
Adat Dewasa Ini, Surabaya, Arlangga Unversty 
Press, hlm.49.
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dtujukan lembaga lan sepert pemerntahan 
dnas (non adat) untuk membantu MUDP 
Bal. Hal n memperlhatkan keputusan 
tersebut sebenarnya tdak dapat deksekus 
oleh MUDP Bal apabla tdak dtaat. MUDP 
Bal sangat ketergantungan dengan ketaatan 
para phak terhadap asas-asas peradlan d 
MUDP Bal yang berlaku pada para phak. 
Dampak negatf dar permohonan tersebut 
adalah otonom desa pakraman dapat 
tergradas oleh karena masuknya phak d 
luar adat yang dengan dalh pengamanan 
atau menegakkan keputusan MUDP tetap 
ternyata memperlhatkan ntervens pada 
skap otonom Desa Pakraman.
Dalam sebuah sstem peradlan, ujung 
dar peradlan tu sendr adalah sebuah 
eksekus. Kalau permasalahan tersebut terjad 
pada nternal Desa Pakraman, maka tentunya 
Desa Pakraman dapat menggerakkan 
satuan pengamanan sepert pacalang untuk 
melaksanakan Keputusan yang dbuat 
oleh Desa Pakraman kalau ternyata yang 
dkenakan putusan melakukan perlawanan. 
Sangat berbeda halnya dengan MDP Bal 
yang merupakan sebuah lembaga adat yang 
lahr bukan sebaga Kesatuan Masyarakat 
Hukum Adat (KMHA). Sehngga pentng 
kemudan ketka Keputusan tersebut akan 
dberlakukan nantnya dlakukan oleh Para 
phak yang berwicara secara sungguh-
sungguh. Menjad persoalan ketka ternyata 
Keputusan MUDP Bal tersebut mendapat 
penolakan dar Phak yang merasa drugkan, 
bahkan MUDP Bal dapat menjad phak 
yang dgugat. Oleh karena tu, legtmas 
MUDP Bal ketka terjad penolakan terhadap 
keputusan yang tmbul akan dpertaruhkan.
MUDP Bal sebaga lembaga pembuat 
keputusan dalam sebuah wicara memerlukan 
pranata untuk melegtmaskan keputusan 
yang telah dbuat kepada para phak yang 
berwicara. Pranata tersebut adalah sebuah 
badan kelengkapan bag Sabha Kerta MUDP 
Bal, yang bertugas untuk mengawal setap 
Keputusan yang dhaslkan. Dalam hal n 
menurut penelt seharusnya dbentuk sebuah 
lembaga yang termasuk dalam kelembagaan 
MUDP Bal untuk melakukan eksekus 
semacam juru sta pada Pengadlan Umum. 
Kekhawatran terhadap akbat 
penolakan para phak yang merasa drugkan 
dapat dantspas dengan membentukan 
lembaga pendukung sebuah keputusan. 
Bag phak yang drugkan tentunya harapan 
untuk mendapat keputusan yang adl tdak 
terpenuh dalan Peradlan oleh MUDP 
Bal. Oleh Karena tu, selan pencegahan 
perlawanan dar phak yang merasa drugkan 
dengan cara membuat keputusan yang bak, 
juga harus dserta dengan penanggulangan 
berupa sebuah lembaga eksekus dar MUDP 
Bal. 
 IV.  PENUTUP
4.1  Kesimpulan
Dar keseluruhan uraan pembahasan 
tersebut, akhrnya dapat dambl suatu 
kesmpulan sebaga berkut :
1. Bahwa kewenangan yang dperoleh 
MUDP Provns Bal untuk 
menyelesakan wicara melalu 
peradlan dperoleh secara mandat 
berdasarkan Keputusan MUDP Nomor 
050/Kep/Psm-1/MDP Bal/III/2006 
tentang Hasl-hasl Pasamuhan Agung 
I MDP Bal. Perda Desa Pakraman 
tdak secara tegas mengatur tentang 
kewenangan MUDP Provns Bal 
dalam menyelesakan wicara melalu 
peradlan, namun dalam Pasal 16 
Ayat (1) butr c menentukan bahwa 
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Majels Desa Pakraman (MDP) Bal 
mempunya tugas untuk melaksanakan 
setap keputusan-keputusan Paruman 
Majels dengan aturan-aturan yang 
dtetapkan, lalu Desa Pakraman 
melalu Paruman Agung I pada 
tanggal 27 Februar 2014 memberkan 
kewenangan kepada Majels Desa 
Pakraman untuk menyelesakan wicara 
dengan cara memutus atau melalu 
peradlan, sehngga kewenangan 
MUDP Bal dalam menyelesakan 
wicara melalu peradlan merupakan 
mandat yang dberkan oleh Desa 
Pakraman.  
2. Proses penyelesaan wicara ddahulu 
dengan adanya permohonan dar phak 
yang mawicara dengan memenuh 
terlebh dahulu konsekuens dan 
persyaratan yang dtetapkan oleh 
MUDP Bal. Setelah dterma baru 
kemudan Bandesa Agung MUDP 
Bal menetapkan Tm Panureksa, 
Tm Panureksa nlah yang kemudan 
memerksa berkas yang ada, setelah 
selesa dlakukan pemerksaan baru 
kemudan Panureksa membuat 
rekomendas kepada Sabha Kerta 
MUDP Provns Bal, yang pada 
akhrnya Sabha Kerta MUDP 
Provns Bal membuat keputusan 
untuk menyelesakan wicara yang 
ada. Peradlan oleh MUDP Provns 
Bal telah datur sedemkan rupa 
berdasarkan dalam Keputusan Majels 
Utama Desa Pakraman Bal  Nomor : 
002/Skep/MDP Bal/IX/2011 Tentang 
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk 
Tekns Penyelesaan Wicara oleh 
Majels Desa Pakraman (MDP) Bal 
sebaga bentuk otonom yang dmlk 
oleh Desa Pakraman. Namun ternyata 
dalam proses pelaksanaan keputusan 
yang dbuat, MUDP Bal tdak memlk 
lembaga eksekus yang berwenang 
untuk mengeksekus keputusan yang 
dbuat sehngga MUDP Provns 
Bal memerlukan bantuan dar phak 
d luar adat untuk membantu dan 
mengamankan pelaksanaan keputusan 
MUDP Provns Bal tersebut ketka 
terjad penolakan.  
4.2  Saran
Berdasarkan uraan dar pembahasan 
serta kesmpulan yang telah dsampakan, 
akhrnya dapat dkemukakan beberapa 
saran-saran sebaga berkut :
1. Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 
1945 menegaskan bahwa Indonesa 
merupakan Negara Hukum, sehngga 
segala kewenangan harus datur secara 
hukum. Perda Desa Pakraman tdak 
mengatur secara tegas kewenangan 
yang dmlk MUDP Provns Bal 
untuk menyelesakan wicara secara 
peradlan, untuk tu secara hukum 
perlu memperjelas status kewenangan 
otonom Desa Pakraman dengan 
merevs Peraturan Daerah tentang 
Desa Pakraman, dengan menambah 
ketentuan tentang kewenangan MDP 
Bal untuk menyelesakan wicara 
bak melalu medas maupun melalu 
peradlan. 
2. Dalam sebuah lembaga peradlan 
dperlukan lembaga eksekus untuk 
mengeksekus keputusan yang d telah 
dbuat. MUDP Provns Bal ternyata 
tdak memlk lembaga eksekus untuk 
melaksanakan keputusan yang dbuat, 
sehngga memerlukan bantuan dar 
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phak d luar adat untuk melaksanakan 
keputusan MUDP Provns Bal. 
Bantuan dar phak luar adat untuk 
mengeksekus keputusan adat sama 
saja dengan ntervens terhadap 
otonom desa adat yang ada untuk tu 
dperlukan lembaga eksekus untuk 
pelaksanaan keputusan MUDP Provns 
Bal. Dengan demka pentng untuk 
membentuk dan menguatkan lembaga 
adat yang bertugas untuk melakukan 
eksekus terhadap Keputusan MUDP 
Bal.
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